o

158 ' Hukum dan Pembangunan

ASAS TIADA KESALAHAN DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN
PENYIMPANGANNYA

1. Sriyanto

Sebagaimana diketabui tidak semua negara
didunia merumuskan secara Jelas dan tegas asas
"Tiada Pidana Tanpa Kesalahar", vang dakenai
sebagai prinsip wmum hukum pidana. Hakekar
asas  ini adaloh  mencari hukum. . dan
menghukum orang yang memang benar—&enar
dapat dipersalahkan atas suatu delik. Jika kita
lihat dalam = Kitab Undang—undang Hekuim
Pidana [KUHP], asas ini dirumuskan sebagai
pertanggungiawaban  berdasarkan adanyc
kesalakan. Namun perumusarn asas tersebut olel:
Undang-undang ~Pokok Pers Tahun 1982
disimpangi, dimana asas pidana tanpa
kesalahan tersebut dirumuskan secara Jildif don
sukseszﬁ

_ Pendahuluén

Isiilah  pertanggungjawaban berasal dari - kata majemuk
tanggung-jawab yang astinya adalah menanggung segala apa yang terjadi
yang berhubungan dengan kewajiban ataupun sesuatu perbuatan.!
Dengan demikian pertanggungjawaban pidana berarti sesuatu hukuman
(pemidanaan} yang harus ditanggung (dijalani) oleh seseorang/kelompok
orang, sehubungan dengan kewajiban ataupun perbuatannya yang
melanggar hukum pidana. Akan timbul pertanggungjawaban pidana
apabila terjadi sesuatu tindak pidana.

Untuk terjadinya suatu tindak pidana diperlukan adanya beberapa

'W.3.8. Poerwadarminta, Logat Kecil Bahasa Indonesta, ( Jakarta: I.B. Wolters, 1945),
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-sya"at Pada umumnya para sarjana menyebutkﬁn bahwa syarat—syamt_'
tersebut ‘pertama adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan:

“hukum, kedua bahwa perbuatan. itu dapat dipcrsalahk_ -
s.erhad_ p sipelakn, dan ketiga adalah bahwa sipelaku haruslah Qrang_? :
_apat dlperianggungjawabkan terhadap hukum pzdana '

'tan betatapun keras atau ke;amnya suatu perbuatan bese
kzbatnya perbuatan yang telah dilakukan® oleh seseorang itu
tidakiah dapaﬁz dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Sebagai contoh’-
mxsainya 'si A melukai (menganiaya) B, namun perbuatan A Hu-
dilakukan karena B telah menyerangnya terlebih dahvwa, Perbuatan A
tersebut dibenarkan menurut hukum pidana, karena perbuatan ‘yang
dilakukannya itu adalah dalam rangka membela diri, sehingga ia dapat’
berpegang “pada ketentuan Pasal 49 Kitab Undang—undang Hukum
Pzdana {yang selanjutnya akan disebut KUHP). 1.
“Perbuatan A tersebut tidak dapat dikatakan scbagai suatu’ tmdak
pidana, karena perbuatan itu tidak terdapat unsur bertentangan denga 1
hukum' sehingga tidak dapat dipersalahkan terhadapnya. Deng:
demikian japun tidak dapat dipidana. Bahkan sekalipun suatu perbuatan
telah’ myata atau terbukt bertentangan dengan hukum (wederrechtelijk),
akan tetapi perbuatan tersebut juga belum tentu dapat dipersalahkan
kepada sipelaku. Suatu contoh klasik keputusan Hoge Raad Belanda
tahup 1916 yang membebaskan dari hukuman  terhadap seorang:
pembantu pengusaha susu sapi, di mana ia télah menyerahkan susu’ sapf
yang telah dicampur dengan air kepada para pelanggan susu murni.”
“Mencampur susu murni “dengan bahan lain yang. kemudian
diperdagangkan adalah merupakan suatu larangan berdasarkan
Peraturan Daerah di Amsterdam dan diancam dengan hukuman
pidana,® Namun karéna si pembantu tersebut tidak mengetahui sama
sekali bahwa susu sapi yang ia serahkan kepada para pe}anggannya itu
telah dicampur dengan air oleh majxkannya, maka ia (si pembantu)
dianggap tldak bersalah, sehingga iapun tadak dihukum. ' ‘

: Lihat B Utrecht, Hukum Pidana I (Jakaria ; PT Penerbitan Universitas), hal. 251 -
153 1M, van Bemmielen, Hukum Pidana I (Ons Straftrechi’1), ter]. Hasnan, (Bandung:
Binacipta, 1984), hal. 99; Wisjono Predjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana, (Bandung:
B?.resco)

* Wu]ono Prodiodikoro, Op.cit., hal. 64-65.
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Mengenal dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan
terhadap hukum pidana adalah tergantung dari kemampuan seseorang
di:dalam. mempertanggungjawabkan segala perbuatan ataupun akibat-
akibat dari  perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab dari
sesecrang tergantung pula pada keadaan jiwanya. Pada umumnya scﬂap
orang yang telah melakukan suatu tindak pidana selalu dianggap bahwa
jiwanya adalah normal (sehat), sehingga ia dianggap mampu
mempertanggungjawabkan segala perbuatan ataupun aklbat-akibatnya
Hanya. apablla terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa
mungkin jiwanya tidak sehat, maka Hakim barulah memermtahkan
untuk mengadakan pemeriksaan secara khusus mengenai keadaan j J;wa
si terdakwa tersebut.’

. Apabila hasil pemeriksaan dapat membuktikan bahwa keadaan j jzwa
saterdakwa memang tidak sehat sedemikian rupa, maka pemidanaan j juga
tidak dapat dijatehkan terhadapnya. Bahkan beberapa sarjana
berpendapat bahwa bila hasil. pemeriksaan itu masih tetap
meragu-ragukan bagi Hakim, maka adanya kemampuan
bertanggungjawab dari si terdakwa dianggap tidak terbukti, sehingga ia
harus, dzanggap tidak bersalah dan dengan sendirinya pemidanaan
terhadapnya juga harus dihapuskan.’

Dari uraian tersebut di atas, tampaklah bahwa kesalahan merupakan
unsur. utama yang akan sangat menentukan baik mengenai dapat atau
tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tfindak pidana,
maupun mengenai dapat atau tidaknya seseorang
dipertanggungjawabkan terhadap hukum pidana. Hal tersebut adalah
merupakan konsekuensi logis dari dianutnya suwatu asas yang tidak
tertulis yang dipegang teguh di dalam hukum pidana, yaitu tiada pidana
tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).

. Pengertian Mengenai Kesalahan
_.Ki'tab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita

pérgunakan sekarang ini tidak memberikan penjelasan mengenai apa
yang dimaksudkan dengan kesalahan, oleh karena itu untuk

* Moeljatno, Asas-Asas Hulmm Pidana, cet. pertama, (Jakarta : Bina Aksara, 1983} ,
hal, 168,

* Boeljatno, Ibid,, 168; dan Rosslan Saleh, Perbuatan Pidans daz Perionggungan
Jswab Pidana (Jakarta : Centra, 1968), hal. 65.
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'mendapatkan pengertian -mengenai kesalahan.-tersebut kita harus.

mcncan_ melalui doktrin ataupun yurisprudensi. - - :
- Menurut doktrin, sedikitnya terdapat empat pengernan menge
kesalahaﬁ {I.M. van Bemmelen, 1984: 142}, yaitu: :
1. Pengertian kesalahan dipakai scbagai syarat umum. untuk dapat
....dipidananya seseorang.atas perbuatannya. Dalam. pengertian ini,
._:._:_';:{;kesaiahan didefinisikan. sebagai- suatu sifat yang dapat: dlcelakén_

“terhadap s:pelaku Atau dengan perkataan lain. bahwa dalam

pengertian ini kita bcrblcara mengenm aiasan-alasan penghap 5

repidana. _
Pengertian kesaiahan dlpakal sebagal penjelasm dan baman khusus
suatu. rumusan tindak pidana (delik), yaitu sebagai sinonim dari sifat
tidak. . berhati-hati - atau sebagai. - istilah. - pengganti dari . sifai
kealpaanﬂ(ekhﬂafan {(misalnya dalam Pasal 359 KUHP), yang antara

wdain. menyabutkan bahwa karena salahnya menyebabkan matmya

.__..-:_-__dxpergunakan 1st1}ah dalam bahasa. Iatm culpa atau, dz dalam. d@ktnn
.. gering disebut sebagai kesalahan dalam pengertian sempit, - - -
3...Kesalahan dalam .pengertian  luas-adalah meliputi bentuk-bemuk
.. kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan. . ;
4. Kesalahan yang. dipergunakan sebagai istilah untuk men;eiaskan
*  bahwa seseorang telah melakukan suatutindak pidana (dapat diduga
. telah-melakukan. suatu perbuatan pxdana) Dalam hal ini kesalahan
. ___-dxartlkan sebagai telah berbuat.., o ™

Asas tiada pidana tanpa kesaiahan pada umumnya  diakui sebagai
prinsip umum di berbagai negara, namun tidak banyak diantara. berbagaxa
negara..itu yang merumuskan secara jelas dan. tegas mengenai. asas
tersebut di dalam KUHP mereka masing-masing. Penjabaran mengenai
asas .tiada pidana tanpa kesalahan biasanya terlihat di -dalam
pembahasan mengenai- pertanggungjawaban: pidana, khususnya yang
berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.®

~-Dalam hteratur disebutkan secra tegas bahwa kesalahan adalah. suatu
perbuatan yang meliputi kesengajaan ataupun kealpaan.’ Salah satu

- Barda Nawawi Arief, Perbandizgan Hulum Pidans, cet. pertama, { Jakarta : CV.
Rajawalt, 1990), hal. 99

T Wirjono Projodikoro, Op. cit,. hal, 55; dan Roeslan Saleh, Op.cit., hal. 66
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negara‘yang KUHP-nya menyebutkan secara tegas harus adanya unsuf
kesengajaan ataupun kesalahan dalam svatu perbuatan yang terhadan
pelakunya dapat dipidana adalah negara Yugoslavia (1951). ’i’erjemahaﬁ
dalam bahasa Indonesia yang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat @ KUL{P
Yugoslawa tersebut adalah :
 Seorang pelanggar akan dzpertanggungjawabkan atas tindak pidana
“yang- dllakukannya apabila 1a meiakukannya dengan senga]a “atan
dengan keaipaan -

Pengeman mengenai kesencagaan dan kealpaan inipun tidak terdapat
penjelasannya di dalam KUHP. kita, oleh karena itu kiranya dapat
diperoleh penjelasannya melalui doktrin, yang menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan kesengajaan adalah willen en weren atau menghendaki
dan mengetahui. Maksudnya adalah bahwa  seseorang itu memang
ménghendaki untuk melakukan sugtu perbuatan yang telak diketahuinya
pula akibai yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.’

‘Memiorie van Toelichting (Mw.T.) dad KUHP memang
menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah
Willens ‘en” Wetens tersebui- (E. Utrecht, 1958: 299). Namun ‘yang
dimaksudkan mengetahui dalam hal ini-adalah bahwa sxpeiaku di
samping menghendaki ‘melakukan suatu perbuatan, iz juga harus
mengetahul bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.

“Beberapa sarjana kurang sependapat dengan penjabaran menge nai
kata mengetahui, bajk yang dimaksudkan bahwa sipelaku harus
mengetahui akibat dari perbuatannya, maupun yang dimaksudkan
bahwa " sipelaku harus mengetahm perbuatannya -itu bertentangan
derigan hukurh: Alasan para sarjana atas ketidak setujuannya terh dap
penjabaran kata mengetahui adalah bahwa ada kemungkinan sescorang
yang  menghendaki melakukan suatu perbuatan itu memang tidak
mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, ataupun
sipelaku - memang  tidak’ mengetahui bahwa perbuatannya ita
bertentangan dengan hukum™® "
“ Pendapat  beberapa sarjana tersebut kiranya memang dapat

¥ Barda Nawawi Arief, Op.cit. hal 90,

? Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliak, Lekiur Mahasnswa, tanpa
tahun, hal.291.

® E. Utrecht, op. ¢it, hal. 300
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di;@éngérti, dan sebagai contoh dapat dikemukakan di sini adalah sﬁé_;:;_;_u_

peristiwa yang terjadi di Minangkabau pada tahun:1936, yaitu seorang.

~mamak mendobrak pintu rumah yang terkunci di mana pada saat
seorang kemenakan wanitanya sedang berada di.dalam rumah tersebut
bersama.dengan seorang pria. Pintu tersebut terpaksa dibuka dengan
memakai kekerasan, karena yang berada di- dalam rumah ite tidak mau
membukakannya. Perbuatan mamak itu - dilakukan-adalah karena rasa-

tanggung jawabnya térhadap kemenakan - wanitaniya, yang me; it
.. hukum adat setempat’ tidak-diperbolehkan untik kawin dengan pria .
tersebut. Oleh karena itu ia (mamak) bermaksud membawa mereka
berdua untuk menghadap kepada Kepala Nagarii-» = s o
‘i Perbuatan mamak tersebut oleh Pengadilan Sawahlunto ternyata’
dipersalahkan, karena dianggap telah melanggar ketentuan Pasali 1167
KUHP, yeitu masuk secara melawan hukum ke dalam rumzh wyang
dihuni oleh orang lain, dan iapun dihukum® Padzhal sebenarnya
maksud. mamak tersebut adalah sangat baik; yaitu ingin menegakkan’
ketentuan-hukum  adat yang hidup dan dianut oleh masyarakat: yang:
bersangkutan, sehingga ia tidak beriikir bahwa perbuatannyaitu akan
dianggap ‘'sebagai perbuatan- yang melanggar hukum. - w0t

~Dari contoh ‘klasik tersebut di -atas, inaka kiranya “dapatlah

dimengerti adanya pendapat yang menyatakan bahwa untuk terdapatnya:
suatu kesengajaan, cukuplah apabila suatu perbuatan: it memang:
dikehendaki - untuk dilakukan oleh sipelaku.: Atau juga - timbulnya
sesuatu:akibat itu memang dikehendaki oleh sipelaku, tanpaia (pelaku)-
harus mengetahui atau menyadari terlebih dahulu bahwa perbuatan:
atau akibatnya itu bertentangan dengan hukum.
#:~Adapunimengenai perbuatan yang dilakukan karena kealpaan yang
disadari (bewuste schuld) -adalah apabila timbulnya suatu . akibat dari
perbuatan itu sama sekali tidak dikehendaki oleh - sipelaku, sekalipun.
sebenarnya ia tetap menyadari:bahwa - kemungkinan akan timbulnya-
akibat yang tidak- dikehendaki tersebut’ sipelaku telah berbuat ‘secara’
berhati-hati. Dengan demikian suatu- perbuatan yang termasuk dalam:
bentuk: kealpaan yang disadari --sebagai syarat utamanya adalah tidak
terdapatnya unsur kesengajaan dalam perbuatan sipelaku. Akan tetapi
walaupun  sipelaku telah bertindak secara berhati-hati, ternyata’
timbulnya akibat yang tidak dikehendaki tersebut tetap terjadi,

Suatu contoh mengenai perbuatan yang termasuk dalam bentuk

" Cemar Seno Adji, Hulnim Hakim Pidana , (Jakarta: Erlangea, 1080), hal. 69-70.
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%cealpaan yang dlsadan (Suatu bentuk khusus dari cuipa) ini ada]ah
misalnya A mengendaral mobilnya secara agak cepat menuju ke stasion
kereta api karena ia sudah agak terlambat berangkat dari rumahnya: A
sebenarnys: menyadari bahwa setir mobilnya - sedikii rusak, namun
- dehgan mengemudikannya secara berhati-hati dengan memilih melalui-
jalan yang: agak sepi, A berharap tidak "akan terjadi sesuatu di dalam
- perjalannya;- Tetapt walaupun ‘demikian, terjadinya tabmkaﬁ dengan-_
mﬁbxi §ain temyaia tadak dapat dthdarkannya 2, :

Bﬁnmk lain mengenal suatn perbuatan yang dﬂakukan karena: '
keaipaan, yang terhadap pelakunya juga dapat dihukum, adalah
perbuatan’ yang tesmasuk dalam bentuk kealpaan yang tidak disadari
(onbewuste schuld ataupun culpa lata). Terdapat kealpaan yang tidak
disadari apabiia sipelaku sama sekali memang tidak menyadari adanya
kemungkinan bahwa. perbuatannya akan dapat. menimbulkan suatu
aldbat :yang-ternyata melanggar hukum. Misalnya A mengendarai
sepeda motor, sedangkan ia sebenarnya belum begitu mahir dalam hal
itu. Dikarenakan ‘sesudiv’ hal yang mengganggu perjalanannya,
menyebabkan ia menjadi gugup sehingga kendaraannya menabrak
orang. - Dalam hal demikian maka terdapatlah bentuk kea}paan yang
tidak disadari tersebut.®*- -

« Satu lagi bentuk keaipaan adalah apa yang disebut sebagai cqua lev;s,
atausuatu . kealpaan ringan “yang pada umumnya terhadap para.
pelekunya tidak dxkenakan pidana - : :

-~ Dengan :-demakian' secara -smgkat dapat disimpulkan bahwa asas
tiada pidana tanpa kesalahan berarti tiada satu orangpun dapat:
dipertanggungjawabkan terhadap hukum pidana, tanpa ia melakukan
suatu-perbuatan pidana karena sengaja afaupun karena kealpaan.
Dengan perkataan lain, yaitu bahwa seseorang baru dapat -dipidana,
hanya' apabila orang tersebut -benar-benar telah melakukan suatu.
perbuatan  yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dan
perbuatan yang dilakukannya itu harus karena kesengajaan ataupun
karena kealpaan > -

2 E. Utrecht, Op. cit., 1958, 312.

¥ admalvatng, Oo.oit, hal 200,
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- Pertanggungjawaban Pidana Secara Fiktif dan Suksesif .. i

“Pada umumnya dalam berbagai tindak pidana. terientu baik: yén'ﬂg
diatur dalam KUHP maupun yang diatur:di Har KUHP (seperti tindak
padana ekonomx, korupsi, - subversi, :dan lain-lain), . tidak - ierdapat _
ketentuan. secara khusus. mengenai - masalah pertanggung;awaban
pidananya bagi para pelakunya. :
- sTiain -halnya dengan tindak pidana dalam bidang pers, dimana dalam _

bidang 4ni KUHP: mengatur -secara -khusus ‘mengenai masalah
pertanggungjawaban pidananya: bagi- para pelaku, k}msusnya baga
penerbit dan pencetak {yaitu melalui ketentuan- Pasal<61 dan .62
KUHD)

“Mengenai pertanggungfawaban pidana bagi seorang redaktur dalam
te;]adinyaj -suatu delik - pers, oleh Mw.T.- disebutkan. bahwa
pﬁr‘tanggungjawaban pidananya. adalah berdasarkan atas ajaran biasa
mengenai penyeriaan (deelneming} sebagaimana dirumuskan melalui
ketentuan Pasal .55 sampai dengan 60 KUHP.* _

=Menurut ketentuan Pasal 61 ayat (2) KUHP seorang penerbxt akan
dapat dituntut -pidana apabila pada waktu ia menerbitkan = barang
cetakan itu, orang yang melakukan kejahatan tidak dapat - dituntut atau
berdiam di luar negara Indonesia. Dalam hal ini pemidanaannya adalah
bcrdasarkan ketentuan Pasal 483 KUHP yang menyatakan bahwa

Bamng siapa menerbztkan suatu tulzsan atau gambar yang dapaz
dihukum karena sifatnya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun
empal bulan atau fwungan selama-lamanya -satw z‘ahun atay. denda
-sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- jika: oo ;

e orang yang membuat tulisan atau gambar itu tidak dikenal atau
. tidak diberitahukan pada permintaan yang pertama kali setelah ada
- - perintah perkara itu untuk dikemukakan kepada hakim;
2e.-orang ‘yang menerbitkan itu sudah - mengetahui atau dapaz
-+ menduga; bahwa orang yang membuat tidak dapat dituntut atau
- tinggaldi luar negara Indonesia pada ketika karangan atau gambar
itu diterbitkan.

s A S YWirsch, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie
, (Weltervreden : LB. Wolters, 1930), hal. 142 - 144,
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Mengenan seorang pencetak, berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2)
KUHP, ia dapat dituntut pidana apabila pada wakiy ia mencstak
seguatii tulisan ataupun gambar yang dapat dihukum karena sifatriya,
.srang yang menyuruh mencetak t1dak dapat dituntut atae berdian. di

o .%{etenman Pasal 484 KUHP yang menyatakan sebagas b@nkut

L :-':Sarczrzg siapa mencetak sesuatu inlisan aigu gzsz:ar vang dapat dzizwkum
akrena. sifeinys, dihukum penjare selama-lamanya saiu fohun empar
“bulany wataw  luwrungan  selama-lemanya  satu tahun atay - denda
'::ff"sebanyak banyaknya Rp. 4.500,~jika: &

e ‘orang yang menyuruh mencetak tulisan atau gambar itu tidak
wweas dikenal atau tidek diberitohuker pede permintacn yang pertama
8 kak sez‘elak ada penmak peﬁcam itw dikemukakan kepada. hakzm

2e, orang yang mencetak itu sudah mengerahuz alau dapat menduga
wioi iibahwa orang yang menyuruh mencelok ity tidak dapat ditintut
'\ ataw tinggal di luar negara Indonesza pada keizka tulisan atau
: :gambar ity dzterbztkan ' _ 4 e

Sedangkan bagi seorang redaktur akan dapat dapcrtang— gung;awabkan
terhadap hukum pxdana berdasarkan ajaran penyertaan, apablla dalam
suatu dehk pers 1a memenuhl dua syarat: 2 :

a mengetahuz z‘entang masuknya tulisan yang akan dirmuat; -
b. menyadari akan adanya sifat perbuatan pidena dalam tulisan tersebut,

* Dengan diperlukannya dua syarat untuk dapat menuntut pidana bagi
seorang redakiur ‘maka timbul pula dua- kemungkinan mengenai
pertanggungjawabannya terhadap hukum pidana. Kemungkinan yang
pertama- yaitu bahwa sekalipun seorang redaktur .telah menyatakan
sesuatu tulisan adalah menjadi tanggung jawabnya, namun apabila pada
waktu masuk atau dimuvatnya tulisan yang mempunyai- sifat pidana itu
ternyata ia sedang tidak berada di tempat (misalnya sedang pergi ke luar

¥ Qemar Senc Adji, Hudum (Acnrs) Pidsza Daslam Prespelel , cet. pertama,
(¥akarta: Erlangga, 1981), hal. 163,



Sedangkan kemungkman yang kedua adalah merupakan kebahka dan
L _kemungkman pertama Sekahpun seorang rcdaktur menyatakan bahwa

la" Fidina

i sedang sakit),” maka - r”ct’iaktur Jdtu o tidak dapai
'ung;awabkan terhadap hukum pxdana R

redaktur"" pada hakekatnya adalah untuk méncari’ orang-orang yang
memang benar-benar dapat dipersalahkan dalam terjadinya suatu-delik
pers.’? Hal tersebut adaiah merupakan konsekuens: atas dzanumya asas

Pada i’ahun 1966 iahlrlah ketentuan bam dalam bzdang pers di
Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Undang-undang tersebut telah dmbah
dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1967 dan kemudian diubah lagi
dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 (yang selanjutnya disebut
sebagaa Undang-undang Pokok Pers). :
"% Adapun menurut Undang-undang ‘Pokok Pers, pertanggungjawaban
terhadap hukum (tentunya termasuk di dalamnya hukum pidana) bagi
seorang redaktur ditentukan ch dalam Pasai 15 Undang—undang tersebut
dengan menyatakan bahwa : - :

1. Pimpinan Umum beﬁanggung jawab aias keselumhan penerbzmn bmk
ke dalam maupun ke luar;

16 Aspawi Nurani, "Pembatasan Represif dan Aspé!{"Hﬁkum "-*I;é'i'hédap Pers”,
Komunika, Mo, 3 Tahun IV, 1883, hal. 29.

v lbad hai 29

718 Qemar Seno Adp, Perkemﬁ:angan Delik Pers di Indonesia , (Jakaria: Erlangga
1G80%. hal 21,
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2. Pertangpungiawaban Punpman Umum  terhadap hukum  daput
dipindahkan kepada Pinpinan Redaksi mengenai isi pencrbitan
{Redaksional) den kepada Pimpinan Perusahaan mengenai soal-soal

et pemsahaam, . :

_Punpznan Redakesi bertanggung jawab atas pelaksaﬂaan ﬁedarcswnal
. dan wajib meiayam hak ]awab dan !icoreksz iy

4P ,;;3_ ’ Recia?m dapat memmdahkan oeﬂanggungawabannya
ferhadap hulum, mengenai sesuatu tulisan kepada anggota redaksi
yang lain atau kepada penuiisnya yang éwemangkw‘an

3 ;_-Balam mempeﬂanggung]awabkaﬁ sesuaty tilisan terhadap kuh;m,
2o Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi, Aﬁggom Redaksi atau Penulzsnya
1Es mempunyaz hak tolak : :

6 Waﬁawan yang karemz pekenaannya mempunyaz kewajf&éﬁ
menyimpan rahasia, delam hal ini nama, jabatan, alamat atau indititas
& lamnya dan omngyang men;adz sumbermformasmya mempunyaz Hak

7 - Ketentuamketentuan tentang Hak Tolak akan dmmr oleh Pemennmk
- setelah mendengar periimbangan Dewan Per:s

- Pertanggungjawaban terhadap nukum seba gaimana ditentukan daiam
Pasai 15 Undang-undang Pokok Pers tersebut, -adalah karena
Un;dang-_gndang Pokck Pers mempergunakan suatu asas bahwa apabila
terjadi suatu delik pers, dalam keadaan bagaimanapun juga harus ada
seorang yang dapat ditarik untuk dxpertanggungjawabkan terhadap
hukum.” . : o

Oleh karena pada prinsipnya menurut Undang-undang Pokok Pers
yang harus bertanggung jawab terhadap hukum atas pelaksanaan
redaksional adalah pemimpin redaksi, maka berdasarkan asas tersebut
di atas, seorang redaktur baik bersalah ataupun tidak, tetap harus

¥ Marhaban Zainun, *Ketenivan Huekum Pidana Indonesia Tentang Delik Pers dan
Pertanggungjawaban Pidananya”, dalam Hukum & Keadilan, Nomor. 3 Tahun 11,1971, hal.
3- 52




d;pertanggung;awabkan terhadap hukum, Pertanggungjawaban semacam.
ini dlsebu.t se‘bagal pertanggungjawaban hukum secara fi kt:f*”

8 eianju‘mya %erdasark'm ketenman Pasal 15 ayat (4) 7{} U Pokok ers.
temyata seorang redaktur. dapat memindahkan. pertanggungjawaba__ ya -
terhadap ‘hukum kepada anggota redaksi yang lain; ataupun.. ke
pf:ﬁuhéﬁy& yang bersangkutan. Pertanggungjawaban semacam ini ik
sebagan pertanggungjawaban hukum secara suksesif.”!

Penuu&p

_T@lah dxkemukakan bahwa menumt konsep KUHP
pe tanggungjawaban pidana. dalam bidang ‘pers. dimasukkan ke dalam
ajaran penyertaan dengaa ‘berbagaz pengecualiannya, pada hakekatnya
adalah untuk mencari dan menghukum terhadap. orang- orang yang
memang benar-benar dapat dxpersalahkan ch dalam terjadinya suatu
delik pers.. -

Pemxdan&an bagl seoran penerbit berdasarkan keientuan Pasa
ayat; (2). KUHPE -juncio Pasal 483 KUHP, masih tetap. dipersyara :
terdapatnya unsur kesengajaan atau. setidak-- tidaknya terdapat unsur
kelalaian atas keterlibatan seorang penerbit tersebut di dalam terjadinya .
suatu delik pers, sebagaimana terlihat pada perumusan Pasal 283 Sub 2e
RUHP.

Demikian pula pemidanaan berdasarkan KUHP bagi seorang pencetak
dan juga redaktur sebagaimana telah dikemukakan, tampak bahwa
terdapatnya unsur kesengajaan atau setidak-tidaknva unsur kelalaian
atas keterlibatan seorang pencetak atau seorang redakiur tersebut di
- dalam suatu delik pers, adalah mutlak diperlukan (Pasal 284 Sub 2e
KUHP). ,

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk dapat
menuntut  pidana terhadap seseorang berdasarkan KUHP di dalam
suatu delik pers, tetap dipergunakan asas tiada pidana tanpa kesalahan,
yaitu hanya menjatuhkan pidana kepada orang yang memang dapat
dipersalahkan di dalam terjadinya delik pers tersebut. Bahkan dengan
tegas dinyatakan di dalam Mwv.T. dari KUHP, bahwa KUHP tidak

¥ Oemar Seno Adji, Op.cit., 1981, hal. 163.

% Ibid,, hal. 63.
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mengenal pertanggunmjawaban p;dana secara fikeif dan sukses;f 22.._-.

Bcrbsda _jauh bahkan kiranya dapat dikatakan bahwa pertanggung.
jawaban pidana dalam delik pers berdasarkan konsep KUHP tersebut
- berlawanan' detigan pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep
~ Undang-undang Pokok Pers. Dimana Undang-undang Pokok Pers telah
dengati nyata mempergunakan pertanggung;awaban pidana secara ﬁktzf
dan suksesif. - :

' Eengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa mengenai
pertanggungjawaban pidana di dalam delik pers sebagaimana
dirumuskan oleh Undangundang Pokok Pers ‘tersebut, adalah
merupakan penyimpangan dari asas tiada pidana tanpa kesaiahan yang
selama ~ini diperginakan sebagal pedoman di “dalam masalah
pcnanggungjawaban pxdana pada umumnya

Selanjutnya dapat digambarkan mengenai perbedaan antara
‘pertanggungjawaban pidana di dalam delik pers berdasarkan  KUHP
dengan pertanggungjawaban pidana di dalam delik pers herdasarkan
: Undang—undang Pokok Pers sebagax benkut

# Qemar Seno Adji, Op.cit, hal. 162.



"DAFTAR PUSTAKA

Anef ‘Barda Nawawi. Perbandingan Hukum E’xdana, Cetakan pen‘,ama
Jakarta: CV. Radjawali , 1950. -

Adji, Oemar Seno, Hukum Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga, 1980,



}72 Hukum  dan Pembangunan

___qakma- Erlangga, 1981.

: Perkembsxagam Delik Pers di Indonesia, Ceta}fan penama'
Jakarta' Eriaﬁgga, 1990, E

Bemmeien, IM. van., ‘Huokum Pidepa I (Ons - S@raﬂrecht E)f
' Dﬁememahkan aleh Hasnan Cetakan pertama, Bandung: Bmacapta,

19%

”Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana, Kumpulan is{uhah Bagian I
Baia; Lektur Mahamswa, tanpa tahun. :

Moei_;atno, Asas-gsas Hukum Pidana, Cetakan pertama, Jakarta: Bma_
Aksara, 1983.

Nuram, Asnawl,” Pembatasan Represif dan Aspek Hukum Terhadap Pers B
Komumka, Momor 3 Tahun 1V, 1983, halaman 23-30.

Procijedxkom, Wirdjono, Asas-asas Hukom ?sdana ai indonesxa,
.Cetakan. kedua, Bandung: PT. Eresco, 1979.

:Poerwaéarmlnta, WIS, Logat Kecil Bahasa Indonesia, Jakarta I B
; Wolters, 1549, .

;Saleh Roesian Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab F;dana,
 Jakarta: Centra, 1968. . o

"Utrecht, E. Bokum Pidanga I, Jakarta: PT. Penerbitan Universitaé, 1958';

Wirsch, A.S. Geschiedenis van het Wetboek van Strarecht voor
Nederlands-Indie, Weltevreden: J.B. Wolters, 1530,

Zainun, Marhaban, "Ketentuan Hukum Pidana Indonesia Tentang Delik

= Pers dan Pertanggungjowaban Pidananya”, Hukum & Keadilan, Nomor
3 Tahun I, Marei-April 1971, Hal. 3-52.

e o o e



I AGUNG RI ?UTUSAN
- " Reg. No: 786 K/Pd/1985
_MME_KEAMMN w__

Mamenksa perkara perdata dalam tmgkat kasasa telah mengambxl.
xeputusan sebagai berikut dalam perkara; :
SAMMY L UKMAN, bertempat tinggaj di Jalan Tan]ung Anom No. 9 Bandung,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DEDY ROSADL, berdasarkan surat. kuasa
tanggal 11 Januari 1988; e

Pemohon_kasasi, (juga Termohon kasasx dahulu Pembamah Terbandmg)

meiawan

1. N¥OTHE TJIE NIO," bertempat tinggal di Jalan Geusanvlun No. -19
Bandung,

2.. EDDY: SETIADI, bertempat tinggal di Jalan Baranangsiang No 9

++/Bandung; Termohon kasasi, juga Pemohon Kasasi II dahulu Terbantah I

weio-Turnt Terbanding, dan Termohon Kasasi, dahulu Terbantah I -

i Pembanding; . L ] o

Makkamah Agung tersebut; -
Membaca surat-surat yang bersaugkutan

Menimbang bahwa dari surat-surai - tersebut ternyata ba‘hwa sezkarang
Pemohon kasasi sebagai pembantah telah mengajukan bantahan di muka
persidangan terhadap sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Bandung tanggal 8 Nopember 1985 No. 263/83/Pdi/G.R.10/Bdg., dalam
perkara aniara Terbantah II sebagai penggugat melawan Terbantah 1 sebagal
Tergugat, yang pada pokoknya atas dalil :

Bahwa atas permohonan Terbantah IT selaku pemohon eksekusi, oleh Ketua
Pengadilan  Negeri Bandung pada tanggal 8§ Nopember 1985 Mo,
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"'--263183/szjG/R~1(§/ 10/Bdg telah dilaksanaken sita eksekusl oleh E’amtera“

lan Cipaganti No. 154 Banﬁugg seszm dengan nsaiah pﬂn' ta 1
, "eksek i tanggal 13 Nopember 1985 EE
" Atas site {ersebut, pembantah sangat berkeberatan. Karena ia adalah pemﬁﬁ{'
' _'_satu-sa&unya yang sah dari tanah berikut bangunannya tersebut, berdasarkan

. Ak ﬁsal beli Raden Sostopo Mo. 53/PPAT/1982 tertanggal 30 Mopsmber 1982

- yang -diperkua: oleh Kepuiwsan Pengadilan Negeri Bendung Mo,
_.'gﬁy%m&ﬁﬁ&uﬂﬂég tanggal 9. Mei 1983 serta sertifikat hak milik IN(}
B iﬂidl%biong atas nared pembaniah, (B3, 4,5); .0

" - Bahwa secbelumnya, pembantah pemah dzgugaﬁ ‘oleh terbantah EE dn
?eﬂgad,ian Negeri Bandung dengan Nomor perkara no. 263/83/?dt/G/R—10/Edg
dimana wakiu ito Terbantah I sebagai Penggugat melawan Terbantah I selaku
"Tergugat I dan Pembantak sebagai Tergugat II, dan telah diputus gugatan
penggugat dikabulkan untuk sebagian. . .. : -

Terhadap putusan tersebutf, oleh Tergugat H/Pembamah sekarang telah
membayar ganti rugi sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dan telak
diterima’penggugat terbantah . Ii/pemohon eksekusi melalui kuasanya. Sesnai
dengan saleh sain diktum putusannya. Sedang mengenai ‘tanah dan
bapguftannya - di - Jalan ‘Cipagant @ No.” 154, ‘tidak diserahkag ° paéa
Perggugai/T erbaiitah- 1T, karena dalam buayi dikiumnya tidak ada menghukum
sotuk menyerahkannya ada Penggugatﬂ‘erbantah i, yang ada Tergugaz
I/Terbantah I dihukum uniuk menyerahkan 1/2 bagian atav ganti ragi 1/2 dari
harga rumah/tanah terbaniah Iftergugat L

Berdasarkar hal terssbut, maka sita jeminan terhadap remah dan tanab di
Jalan Cipagaati No. 154 telah dicabut dengan Penetapan Ketua Pengadilan
Megeri Bandung tanggal 26 April 1984 No. 263/83/Pay/G/R-10/Bdg: (Buku B9,
16);

© -Bahwa dengan demikian, maka jelas penyitaan yang dilakukan pada tanggal
13 'Mopember 1985 berdasarkan Penctapan: Ketua:Pengadilan Negeri tanggal
8 Nopember 1985 seperti yang dimaksud diatas adalah’ melawan hukum, oleh
karena itu harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dap harus”diangkat
kembali;

Bahwa akibat adanya sita tanggal 13 Nopember 1985 tersebut, Pembantah
menderita kerugian dan kehilangan keuntungan sebesar-tidak ‘kurang Rp.
100.000. 0(}0 (seratus 3uta rupiah) yang rmc;annya sepcm tersebut dalam surat
buktx, e

“:Bahwa E}erdasarkaﬁ hal tarsebui dmtas, bahwa Pembantah menuntet Repada
Pengadﬂan Wegeri Bandung supaya memben pumsau yang dapat dﬁaksaﬁakan
terlebih dahulu sebagai berikut : L B

i Pengadilan Negeri Bandung terhadap tanah dan bangunan yang



Keﬁui’d&b}irﬁakﬁ’m 175

L Mengabulkan bantahan pembantal wntuk seluruhnya; e
II. Menyatakan bakwa pembantah adalak pembantah yang benar dan jﬂjﬂx
1L :Menyatakan babwa pembantah adalah pemilik satu-satunya yang sahi atas.
tanah berikut bangnnan vang terletak di Jalan Cipaganii No, 154 Bandung,
IV. Membatalkan dan menyatakan tidak sah atau tidak: ‘berharga: atan
setidak-tidaknya mengangkat kembali sita eksekusi atas tanah berikut
“banganan di Jalan Cipaganti No. 154 Bandung yang telah ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri k1.1 Bandung pada tanggal 8 Nopember 1985 dan
telah dilaksanakan oleh Jurn Sﬂa Pengadlian Negen k% I Bandun" pada.
‘tanggal 13 Nopember 1985;" oo o
. Menghukum Terbantah I dan il secara tanggung xenteng untuk memhayar..-
“ . gemmuabiaya, semua kerugian dan kehilangan keuntvngan yang diderita
Pembantah/tereksekusi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
"W Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahuiu waiaupun
£ ada peﬂawanan, bandmg mauptm kasas; ) :

SUBSEDAIR

Memben keputusan yang seadil- adﬂnya
Bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah Ii{ mengajukan eksepm yang pada
pokoknya sebagai berikut : -

Eksepsi terbantah 1T adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan,
karena Pasal 129 jo 196, 197 HIR, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini
karena baniahan yang diajuken pembantah adalah terhadap sita eksekusi yang
berhubungan dengan bunyi diktum perkara no. 263/83/Pdt/G/R-10/Bdg. Dimana’
Pembantah/Tergugat 11 dalam perkara semula belum dapat bagian seperti yang
dimaksud dalam dikium, yang mana akhirnya tunbul bantahan da!am perkara
sekarang ini;

Dan selan]utnya menga_;ukan bamahan dalam rekonpensn yang pada pokoknya
atas dalil ' '
“Bahwa pembantah dengau mengajukan bantahan telah. menghalang—halanga;
peﬁaksanaan eksekusi putusap perkara Mo, 263/83/Pdt/G[R~10/Bdg yang-
berakxbaa merugikan Terbaniah 1I; S
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terbantah 11 menuntut Pengadxian
Negeri Bandung supaya memberi putusan dalam rekonpensi sebagai berikut *
- Mengabulkan gugatan terbantah II;
- Menghukum Pembantah untuk membayar ganii rugi sebesar Rp

100.000.600,0 (seratus juta rupiah) kepada Terbantah II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung ielah
mengambil  putusan, yaitu putusannya  itanggal 3 Juli 1986 No.
14/86/Pde/G.T/G.R/Bdg/Bant. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
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: I msamsﬁgmﬁs& Terbantal 1 :

) ::-Menj;atakan ek&epss Terbantah I tidak tepat dan tidak beralasan meuuru; '
v Bk
i Mmyampiagkﬁn e!cseps; tersebut;

ﬂa!aﬁi KONPENST :

.- Mengabubican bantahan ?embamah sebagxan, O

2. -Menyatakan balwa Pembantah adalah Pembantah yang' benar dan j gujur,

«"Menlyatakan baliwa Pengadilan adalah pemilik satu-satunya yang sah atas

siah beiikut baszgunannya yaog. terletak di Jalan. C;paganu No. 154

Banduﬁg, :

4, Biembatalkan dan - menyatakan tidak sah dan tidak be;harga atau
setidak-tidakaya mengangkat kembali sita eksekusi atas tansh berika
bangunan di Jalan Cipaganti No. 154 Bandung yang telah ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Nopember 1985 dan
telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadnlan Megeri kL1 Bandung pada
tanggal 13 Nopember 1985; :

5.+~ Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan teriebik dahuin walaupun
ada perlawanan, banding maupun kasasi;

6. Menolak bantaban Pembantah seieblhnya,

DALAM"REKON?ENSI

Terhadap Terbantah I
Menolak funtutan ganil rug1 Terbantah If d.k, /Pembantah drg -

DALM KON?ENSE DAN R‘EKONPENSI

Menghukum pada Terbantah dan Pembantah di. untuk membayar blaya

perkara yang saat ini ditaksir sebesar Rp 26 000,- (dua puluh enam ribu rupxah)

secara tanggung renteng;

Putusan mana dalam tingkat bandmg atas permohonan Terbamah i telah
dibatalkan' oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusanaya tanggal 31

Oktober 1987 No. 157/Pdt/1987/PT.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DATAM KONPENSI :
DAL%M EKSEPSE

Meuoiak @ksepsa vang diajukan oleh Terbaniah H

DALAM ?@K@K PEREARA :
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1. - Menyatakan bantahan dari pembantah tidak dapat diterima;

- 2. Menghukum Pembantah dalam Konpensi/Terbantah dalam Rekonpensi -
Lo :-gf'sekarang Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat .
“peradilan ini, yang un lﬁk tinglat bandmg dzanggarkan sebesar Rp 10.000,-
{sep iuh ribu rupiah);

-'mm MK@NPENSI _
1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekm}psnsz ndak dapat d;t&mma,-.:_ :
2:¢ Menghukum: Terbantah II dalam rekonpensi, untuk membayar biaya,
erkara -dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dianggarkan sebesa
NIHIL; :
Bahwa sesudah putusan = terakhir ini  diberitahukan kepada
Pembantah-Terbanding dan Terbantah I turut - Terbanding pada tanggal §
Januari 1988 dan 7 Januari 1988 kemudian terhadapnya oleh Pembantah
Terbanding dan Terbantah I turnt Terbanding dengan perantaraan kuasanya
khusus; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 1988 dan 20 Januari
1988 sebagaimana iernyata dari akte permohonan kasasi No. 2{Pd£/KS/1988/PN
Baudung dan MNo. 2/Pdy/19838/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadxian
MNegeri Bandung, permohonan mana kemudian disusol oleh memori kasasi yang
memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut
masmg-masmg pada tanggal 25 Januari 1988 dan 2 Pebruari 1988; =

:Bahwa setelah itu oleh Terbantah Il-Pembanding yang pada tanggal 1
Pebman 1988 telah  diberitahu - dengan memori Kasasi . dari
Pembantah- -Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang datenma ch
kepamteraaa Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Pebruari 1988;

. Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang
teiah «diberitabukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam
ienggang wakiu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima; :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan vang diajukan oleh pemohon
kasasi I Dammy Lukman, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya
zalah

1. E’K E!Sam'ny Lukman/Pembaniak

-Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan bahwa
upaya hukum Pembaniah/Terbanding/PK 1., scharusnya dapat ditempuh melalui
banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali karena Pembantahan adalah
merupakan tergugat II dalam perkara semula yaite perkara yang sekarang di
verzet ini. Sehingga verzet ini adalah salah"..dan seterusnya. Pertimbangan
mana adalah salah. Karena dalam buku tanya jawab hasil raker MA dengan
Pengadilan Bandung tahun 1987 dmyazakan "Bahwa upaya hukum bagi tersita
adalah:perlawanan terbadap sitaan". Dan juga berdasarkan penggarisan dari
Eetua Pengadilan Negeri Bandung sendiri dalam suratnya tanggal 14 Desember
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'1985 No Wi DN-AT.01.04-6734;

Begztu ;Lga mengenai putusan yang dapat dga!ankan terlebih dahulu adalah
berdasar hukum, sebab putusan No. 263/83/Pdt/G/R-- 10/Bdg. belum tuntas
pelai{sanaannya yaitu butir 3 tentang penyerahan 1/2 dari harga tansh dan’
rumah kalau tidak membayar ganti rugi 1/2 dari harga tanah dan mxnah
' sengketa kepada Pembantah/dulu Tergugat il;

Memmbang, bahwa keberatau-keﬁemtan vang diajukan oleh Pemohon
kasasn H Ny:. The Tjie Nio dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya
mlah

II PK.H/Ny The Tjio Nio/Terbaniah ¥ frt
“Babwa putusan Pengadilan Tinggl adalah tidak benar dan bertemangaa
deﬂgan pasal 195 ayat 6 HIR yaitu yang isinya sebagai berikut :
"Bahwa pihak ke 3 yang dirugikan atas haknya oleh sita/sita eksekusi dapat
mengajukan bantahan sita sebagai salah satu upaya hukum yang beriaku jadi
bantahan Pembantab dalam hal ini adalah benar.
Bisamping itu Pembantah dalam perkara semula No.263/83/Pdi/G/R- IO/Bdg
yaitu sebagai Tergugat I dalam putusan perkara tersebui tidak dihulum untuk
menyerahkan 1/2 bagian atas hak rumah tersebut, bahkan rumah sengketa
tersebut- dibebaskan kembali dari penyitaan, sehingga tak terikat lagi dalam
perkara tersebut. Dan yang bertanggung jawab atas membayar 1/2 harga rumakh
dan tanah tersebut adalah Terbaniah I, yang secara moral bertanggung jawab
atas penjualan tanah dan rumah tersebut, yang terpaksa dilakukan karena
terbantah Tf selaku ex snami tidak bertanggung jawab atas nafkah anak-anakaya
yang menjadi tanggungan terbantah II selaku ex isterinya yang sejak semula
ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anak hasil: parkamnannya dengan
Terbaatah i dengan Terbantah II;

Memmbang :

Bahwa keberaton-keberatan fersebut distas dapat dibemarkan karena
Pengadilar Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum, karena pemolion
kasasi I/Pembantah dalam perkara ini; semula merupakan pihak Tergugat 11
dalam perkara No. 263/83/Pdt/G/R- 10/Bdg. yang sekarang ini akan dieksekusi,
sehingga upaya hukum bagi pemohon kasasi T yang dalam hal eksekusi ini
berkedud_ukan sebagai tersita I adalah perlawanan (verzet) t&rhadap eksekusi
sesuai dengan yang tersirat dalam ketentuan pasal 207 R.J.B,;

“Bahwa menurut yurisprudensi maka hal suatu parlawanan terhadap
eksekusi; ‘maka yang diperiksa adalah eksekusinya dan bukan matéri pokoknya
dan in casu adalah ternyata bahwa dalam perkara No. 263/83/Pdi/G/R-10/Bdg.
yang ielah berkekuatan hukum tetap, telah dilaksanakan pada bulan April 1984
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| dan--se 'aga; 1mda§< lanjut dnkm; Penetapan Pencabutan sita jaminan atas persﬂ_vf. '

;':sehzngga eksakusa telah selesai dxiaksanakan i)engan demikian permoaonan_;
- eksekusi: antuk Keduakalinya deri Terbantah 11 terhadap Pemohonan
'Kasasz/pembantah karena tidak beralasan harus dinyatakan tidak -dapai .
diterima’ dan oleh karenanya bantahan pembantah atas dasar hal tersebut ﬁapat:
dﬁeﬂma :
. Eah‘wa dalam hal mengenai obyek seﬁgketa eieh karena temyata
j ?embamah dapat membuktikan diri sebagai pemilik persil sengketa maka'_'.'
-ﬁ-.--putusan perkara No. 263/83/Pdi/G/R-10/Bdg. iidak dapat dieksekusi;«
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Mahkamah |
Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi: dari.
pemohbon kasasi I Sammy Lukman, pemohon kasasi II NY. The Tiie Nio
tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 31
Okicber 1987 Mo. 157/Pdi/1987/PT.Bdg yang membatalkan putusan Pengadilan -
Negeri Bandung tanggal 3 Juli 1986 No. 14/86/Pdi/G.T/G.R/Bdg./Bant. diatas,
sehingga MA -akan mengadm sandm perkara ini dengan amar yang akan
disebuikan diatas; . '
Menimbang, babwa Termohon kasasi/Terbantah 11 sebaga: pihak vang kalah
harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tmgkai pertama,
%}andmg maﬁpun yang _]atuh dalam tmgkat Kasasi; o f

EENGADM

Mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon  kasasi SAMMY:
CLUXKMAN tersebut;

. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Oktober
1987 No. 157/Pd1/1987/PT.Bdg.; :

DAN MENGADILI SENDIRT :
Dalam Fksepsi Terbantah II;
Menyatakan eksepsi terbantah If idak dapat diterima;

Dalam pokck perkara :
Dalam Konpensi :

Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;

Menyatakan bahwa pembantah adalah pembantah yang benar;
Menyatakan bahwa pembantah adalah pemilik satu-satunya yang sah atas
tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Cipaganti No. 154
Bandung;

) P et
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4. Membatalkan dan menyatakan tidak sab dan tidak berharga sita eksekusz :
. atag tanah berikut bangunan di jalan Cipagaunii No. 154 Bandung yang
..+ telah dilaksanakas oleh Jurusiia Pengadilen Negeri Bandung pada tanggal
o043 Nopember - 1985 berdasarkan Penetapan Ketua Penga&slan ?'J@gen

Bandung tanggal § Nopember 1985 No. 263/83/Pdt/G/R-10/Bdg.; ;
5.0 Memerintahikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung tersebut unmk
- mengangkat sita eksekusi tersebut diatas; ShH,
Gt -M&nelak bautahan se}ebﬁmya

'Dalgm Rekanpensa
Terhaéap Terbantah i
Y '~-Menoiak funtutar ganii i"ugl Terbaman EI

: -.-Menghukum termohon kasasi akan memﬁsayar semua biaya perkara yang

-+ jatah dalam tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi yang

dalam tingkat kasasa ini dmetapkan sebanya Rp 20.600,- (dua puiuh nbu
e mplah) J

Demjkiaﬂ]ah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MA pada hari Rabu,
tanggal 5 Agustus 1992, dengan R. Poerwote Sochadi Gandasoebrata ,SH.
Wakil Ketua sebagai Ketua Sidang, Guuawan, SH. dan Ny. T.S. Aslamiah
Sulaeman, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari SENIN, TANGGAL 31 AGUSTUS 1992 olek
Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Gunawan, SH dan Ny. T.S.
Aslamiah Sulaeman, SH. Hakim-Hakim Anggota, M. Muchtar, SH. Panitera
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Salinan putusan ini dikutip dari Majalah VARIA PERADILAN, Edisi Februari
1993,

MAHFAMAH AGUNG RI
Direktur Perdata

{J. Dichansjah S




Komeniar-Keputusan Hakim

MEN,EUAL HARTA BERSAMA UNTUK MEMEWHH
ANAK

A}ihmx‘ Saimz

: etelah 'membaca pun_san dmtas maka banyak %131 bisa dlkomeman !
da;ad;kan bahan diskusi serta renungan guna perkembangan atau pelaksanaan:
hukum: di*masa datang, Diantarannya yang menarik penulis.adalah: menjual._
harta bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan anak yang dilalaikan:suamij.
Sebab’ inti-persoalan dari kasus ini adalah-bertitik tolak dari hai tersebut,
kemudian: %eﬁkﬁmhang menjadi perkara yang berlarut-farut. Ny. The Tiie Nic
dalam memori kasasinya berkata, " ... penjualan tapah dan rumah tersebut yang'
terpaksa-dilakukan karena Terbamah T selaku: eks suami tidak bertanggung-_-_
jawab atas nafkah anak-anaknya yang menjadi.tanggungan terbantah IL Selaku .
eksisterinya, vang sejak semula telah ditetapkan sebagaz wah terhadap'
anak-anak hasil perkawinannya dengan Terbantah II". : -
v#Tanah dan bapgunan dijalan cipaganti no. 154 Bandung merupakan harza,_
bersama :Ny. . The Tjie Nio depgan Eddy Setiadi [selanjutnya disebut harta
bersama}, yang kemudian-dijual oleh The Tjie Nio kepada:Sammy Lukman:
dihadapan Notaris/PPAT seria diperkuat oleh Pengadilan Negeri {PN] Bandung.
melalui putusan No. 105/83/Pdt/G/R.7/Bdg tertanggal 9 Mei 1983, Sayang sekali
kita :tidak-dapat ‘mengetahui-lebih jauh tentang para pihak,dalil-dalil : ‘yang
dikemukakan serta . pertimbangan hukum dari putusan . No;
105/83/Pdt/G/R.7/Bdg, yang memutuskan jual beli tersebui sah. Sebab hal fiu
penting apabila dikaitkan dengan pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang
berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan wmenjadi harta
bersama” jo pasal 36 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974,"Mengenai. harta bersama;,
suami-atan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak®, jo pasal
37:UU-No. 1 Tabun 1974, *Bila perkawinan putus karena perceraian, -harta
bersama - diatur menyrut hukumnya - masing-masing'. Menurut. yurisprudensi.
Mahkamah. Agung ‘Republik Indonesia No. 1448 K/Sip/1974.-maka harta
bersama harus dibagi rata antara bekas suami isteri. Jadi sebagian dari harta
bersama yang dijual Ny. The Tjie Nio adalah milik. Eddy " Setiadi. ‘Jika
pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pasal 1471 BW, yaag berbunyi " jual
beli benda orang lain adalah ‘batal, dan dapat memberikan dasar untuk
penggatian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui
bahwa barang itw kepunyaan -orang lain", maka seharusaya jual beli iersebut-
batal atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan. - :
Akan tetapa pengadﬂan Negera Bandung dan Mahk&mab Agung
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melanda bursa efek Jakarta tentang jual-beli saham palsu dapat dijadikan contok,
‘Bagi’ plhai«e: vang ingih membeli haria bersama dari seseorang sebaiknyz harus
disetujui oleh pibak suami dan isteri, baik semasa mereka masih berstatus
‘suami-isteri maupun sstelah mereka cerai akan tetapl belum tuntas pembagian harta
bersdinanya, Sebab apabila tidak disetujui kedua belah pihak maka mereka akan
teigeret kedalaim sustu proses perkara yang berlarut-larut. Kerugian waktu, biaya dan
- “pikiran fidak dapat -dihindari. Kasus-diatas ‘mérupakan contoh pahit’ yang -harus
dibindari; Dirana perkaranya berlangsung sejak tahun 1983 dalam tiga perkara dan
bare berakhir tahun 1992, sembilan tahun masapya, inipun tidak tertui:up
kemungkman pihak Eddy Setiadi menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali. -
Ny Fhe Tjie Mio mengataken baliwe da terpakse meniual haria bersama karena
Eddy.Setiadi tidak bertanggung jawab atas nafkah anak-analmys. Ini menark untuk
dibahas, - akantetapi sebagaimana . dintarakan diates kita tidak dapat mempmmysi
gamharan ‘yang - lebih  jelas  tentang . putusan Pengadilan: MNegen . No.
105/83/Pdt/G/R.7/Bdg, yang menyatakan jual beli harta bersama tersebut sah.
Timbul-pertanyaan disini apakah jual beli itn disahkan atas dasar tidak dipenuhi
nafkah anak-apak oleh Zddy Setiadi 7. Seendainya demikizn alasan - atau
pertimbangan hukum dari-pengadilan maka.penulis dapat membenarkannya, sebab
tindakan Ny. The Tjie Nio'dapat ditafsirican sehagai pelaksanaan atzu eksekusi.dari
putusan percerainnya dengan Eddy Setiadi, dimapa My. The Tjie Nio ditunjuk
sebagai‘walinya. Dasar pendapat tersebut adalah ‘pasal 41 huref b UU No.i Tahin
1974, yang: berbunyi : " ‘Bapak yang bertanggung jawab atas semua  biaya
pemicliharazn dan pendidikan yang dipérlukan anak itu ; bilamana bapak dalam
kenyataan tidak dapat memenuhi kewaiiban tersebut, pengadilan dapat menentukan
bahwa b ikut memikul biaya tersebut. ” Dalam kenyataan sehari- hari, kadangkala
suami yang bahkan telah bersedie untuk menanggung nafkah anakhya dan kesediaan
itzrditnangkan pula dalam putusan:pengadilan, benyak vang tidak melaksanakan

kewajiban serta kesediasannya tersebui secara sukarela. Unfuk itu upaya eksekusi

terhadap haria bersama dan bahkan eksekusi harte suami Izinnya (yang diperoleh
setelah perceraian) dapat penulis benarkas, Landasannya adalah kepentingan si anak
pesludilindungi. Jadi, pihak isteri tidak perln menuntul suami dengan tuduhan telah
melakukan wanprestasi atau mg%car 3311_;1 atau cidera janji Sebacaamana dimaksud eieh
'}asai 1338 KUH Per.

“‘Apabila. Eddy Setiadi tetap- mehen nafkah anak-anaknya maka p«enuiss
berpendapat ‘bahwa jual beli harta bersama tersebut tidak sah atau setidak-tidaknya
dapat- dibataflcan. Hal ini bisa dilakukan pihak Eddy Setiadi melalui jalur hukum
Peninjanan Kembali. Scandainya upaya ini ditclal maks haknya atas sefengah dari
harta bersama bisa didapatkan melalui ekselusi peskara No, 263/83/Pdt/G/R.10/Bdg

dengan meletakan sita eksekusi atas harta benda vang dimiliki Ny, The Tiie MNio.

Honsekwensinys, konsiruksi hulum sten hubungan hulom diantara mereka berubah

p@rkam perdata lebik menitikberatkan kebenaran materiil daripada kebenamn 4
17 M&ngkah baiknya kalau hal tersebut bisa terjadi, sebab kita ketahui dnmam -
globalisasi ind formalitas bisa diciptakan dengan mudah. Mungkin kasug yang




= .-anaic yaog dﬂaiazl«:&_ suam, maka proses perkam yang memakan wakta begstu jo

Disampmg masa}ah menjual haria bersama dalara rangka memenuhi k@bumbami:'

Pengadilan MNegeri bisa dikalahkan tetapi dalam tmgkat
:elzm 12 Juni 1991,

_ meniadakan upaya hukum banding, kasasi, terhadap
wsusnya perkara perdata, misalnya perkara perceraian.
T Ceraism, apabila salah satu pihak tidak lagi merasa cocok sebagai
suami isteri dengan pihak lainnya maka ssbaiknya diputus cerai saja dan tidak boieh
mepempith  upaya bandmg, kasasi. Sebab percums unmtuk mempertahankan
perkawinan mereks, masing-masing akan “jalan " sendiri-sendiri sesuai kata
hatinya. Perkawinan tinggal formalitas, untuk apa dipertahankan ? Disamping itu ada
pihak yang banding atau kasasi hanya untuk sekedar " menggantung” pihak lainnya.
Nasib mereka yang menuntut perceraian akan terkatung-katung menunggu putusan
Mahkamah” Agung - ‘sebagaipengadilan " tingkat akhir. dan sekahgus menambah
mmpukan perkaraiyang ‘seharusnya dapat dihindari. i :
“Apabila peniadaan upaya hulum (banding dan kasasi) dalam perkara perceraian
dapat diterima maka’ ceyogyanya perkara perceraian ‘dipuius terpieah dari-akibat
hukum perceraian itu sendiri {pembagian harta dan perwalian anak), selams ini baga' :
mereka yang bukan beragama Islam, gugatan perceraian bise digabung dengan
perwalian anak dan bagi mereka yang beragama Islam perkara perceraian dapat
digabung ‘sekaligus dengan pembagzan hartz ‘bersama, - dan ‘penetapan pengasuh
anak/hadianah. Sebetulnys dalam pembagian harta bersama juga tidak diperlukan’
upaya hukum banding ataupnn kasasi sebab pendirian Mahkamaeh Agung sudah jelas®
melatui yurisprodensi No. 1448 K/8ip/1974 dimana harta bersama dibagi dua sama.
rata. Mungkin dalam masalah perwalian/pengasuhan anak masih perlu pertimbangan
yang lebih mendalam untuk dapat atau tidak dapat menempuhupaya hﬂk&sm (band.ng '

ataupua kasasa) karena hal ini ‘sangat sensxtaf dan %:ompleks
S el
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Tahun

Angm Segar Bagi Perbankan Ind(mesaa
E.F. ‘Vemantam

Zo-Bampail-saat ini kasus Bank summa belum dapat diselesaikan secara:adil
dan memuaskan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Permasalaban Bank
summa-yang telah dilikuidasi oleh Bank Indonesia sejak 14 Desember 1992
seolah-olah menjadi momck bagi perbankar Indonesia, dan mau fidak mau hal
ini sangat menghantui situasi operasmnai bauk-bank lain khususnya Bank-bank.
Umum Swasta Nasional (BUSN) : SRS

Kemeiut yang melanda Baﬂk Summa tergadx karena adanya mnsmana;emen
yautu sebagian besar kreditnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang
berada di dalam satu kelompok vang sama dengan kelompok Bank tersebut
yaifn Summa . Group. Menurut pasal 8 UU Perbankan. 1992 dalam .hal
pemberian kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan_
kesanggupan debitor. uniuk - melunasi hutangnya -sesuai dengan yang
diperjanjikan. Untuk memperolah keyakinan tersebut, sebelum memperoleh
kredit, bank harus melaksanakan penilaian yeng selksama terhadap watalk,
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o kemamp‘ﬂaﬂ, modal ;agunan dan prospek usaha pihak debitor (hﬁﬁ)

¢ Dalam prakteknya. penilaian yang dilakukan Bank Summa terhadap debitor
“tidak berjalan sebagaimana mestinya mengingat pada bulan Mei dag J unii992°
. aset Bank Suma mencapai Rp 1,3 trilyun sedangkan kredit yang diberikan

~‘mencapai 1,8 trilyun, di mana hanya kurang lebik Rp 200 milyar saja

. Kesimpulan bahwa :-r_'ﬁmumﬁya “tingkat - stabilitas” operasional suatu
< ditentukan - oleh tingkat kesehatan bank ‘tersebut. Sistem penilaian tenizng

tingkat keschatan bank menurut SK Direltur BI No. 23/81/KEP/DIR dan SEBI
No. 23/21/BPPP tanggal 28 Februari 1991 (Pakiri) adalah disamping pen
yang dikualifikasikan dari faktor permodalan, kualitas aset, manajemen,
tentabilitas, dan liluiditas, juga dilakukan penilaian terhadap aspek lainnya

yang dapat berpengaruh ‘seperti pemberian kredit kepada usaha kecil, kredit -
ekspor, batas maksimum pemberian kredjt dalam posisi devisa netto (h.105

Didalam buku ini, penulis mencoba merangkum kembali semua ketentian
perbankan iermasuk keientuan ketentuan baru yang dimuat dalam sejumiah
paket deregulasi serta Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan,
~Penulis mengawali buku ini dengan memaparkan sejarah perkembangan -
perbankan di Indonesia yang dipilah menjadi 9 (sembilan) periode yaitu periode
pendudukan " Belanda, pendudukan - Jepang, ‘periode awal kemerdekasn
indonesia, periode 1950-1959; periode 1959-1966, periode 1966-1969, periode
1566-1983, periode 1983-1988, periode 1988- sekarang. Y . R

~Sejarah perkembangan perbankan di Indonesia ‘dimulai pada tahun 1824
ketika pemerintah ‘Hindiz Belanda mendirikan bank pertama dengan nama
Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM). Didalam perjalannya perbankan
Indonesia diwarnai * berbagai - permasalahan politik yang mendominasi
pemeriniahan. Hal itu tidak lepas dari situasi politik Indonesia yang berubah
dari waktu ke waktu. Tengok saja dari periode 1966-1969 ketika pemerintahan
orde baru menyusun pembaharuan kebijaksanaan dasar ekonomi, keuangan dan
pembangunan karena dihadapkan dari suatu urgnsi uniuk ségera menormalkan
keadaan “ekonomi dan ‘moneter yang berantakan pada tahun-tahun terakhir
pemerintahan orde lama, sistem’ perbankan mengalami rehabilitasi sesuai
dengan -pandangan  orientasi pasar. Tujuan utamanya adalah untuk
menghentikan inflasi dengan pengendalian fiskal dan moneter yang ketat tetapi
sekaligns menumbubkan sistem perbankan yang dapat berperan secara akiif
dalam pembangunan sebagai perantara kenangan. ' B

Perbankan Indonesia mengalami ‘periode deregulasi ketika pada ‘awal
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" dasawarsa. 1980-an Indonesia mengalami berbagai persoalan se‘bagaa akibgt
resesi ekonomi dunia, dan penurunan harga minyak bumi di pasaran
JInterpasional. Pada tanggal 1 juni 1983 keluarlah kebijakeansan pemerintah
dalam bidang moneter dan perbankan yang bertujuan meningkatkar mobilisas
dana darj masyarakat dengan cara memberikan kebebasan padz bank-bank
dalzam menentukan suku bunga, baik dalam rangka pemupukan dana . dan_
"mawaxakat maupun peavaluran kredis et

Pem;de terakhir perbankan di Indonesia versi pepulis dimulai ketika Mexzko

: Ekum Radius Prawiro mengeluarkan paket deregulasi dibidang keuaﬁgan ;

maneter dan p@rbankan (EniP) pada tanggai 27 Gkiober 1988 (129},

. Dalam buku ini disinggung pula jenis usaha perbankan dilikat dari d’ﬁa sags
yaﬁu pertama, Jenis bank berdasarkan fungsinya yaity banks sentral, bank
umpm: dan bank perkreditan rakyat dan kedua, jemds bank berdasarkan
kepemilikannya yaitu bask umum milik negara, bank umum swasta, bank
campuran dan bank pembangunan daerah. Satu jenis bank khusus yang tidak
termasvk dalam kedua jenis bank diatas adalah Bank Muamalst Indonesia
(BMT) yang menerapkan sistem dan operasi perbankan berdasarkan syan "ok
Isiam. :

Secara umum masalah iingkat kesehatan bank cukup mendominasi auim ini
dengan mengetengahkan faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan suatu bank
yaitn,_keadaan keuangan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas dan
s{)lvabmzas, kemduian juga kualitas akiiva produltif, yaitu kekayaan bank
berupa penansaman dalam berbagai akiiva yang diharapkan dapat memberi
penghasilan kepada bank, serta tata kerja serta kepatuhan bapk terhadap
peraturan-peraturan terutama yang berkaitan dengau bidang perbankan, Masih
berkaitan dengan tingkat kesehatan bank ini adalah penyelesaian modal
minimum atan Capital Adequasi Ratio (CAR), Menurni standar BIS (Banking
for. International Setlement), angka CAR internasional sebaiknya mencapai
angka minimal sebesar 8 %. di Indonesia, BI juga mengenakan peraturan
serupa. bagi industri perbankan nasional yang mengharuskan perbankan:
memiliki angka CAR minimal 8 % daakmr buian desember 1993 nanti (h. 135) _

Satu hal yaﬂg membuai buku ini lebih semarak adaiah adanya pembahasan{
masaiah surat-surat berharga, teruiama yang lazim digunakan didunia pe%sankaﬁ
beseria pasar uang dan modal seperti wesel, cek, surat sanggup,.bilyet giro,
sertifikat BI (SBI), dan surat berharga pasar uang (SBP1UJ). Dan yang tak kalah
pentingnya adalah uraian teniang fungsi Bank Indonesia sebagai pembina dan.
bank di Indonesia khususnya dalam hal kewa;xbaﬂ bagi bank-bank di Indonesia
terssbut untuk membuat laporan mengenai usaha bank yang terkait berdasarkan
ketenian pasal 3G dan 34 UU Perbankan 1992, Tujuan pembinaar dan
pengawasan adalah dalam rangka melindungi dana masyarakat dan mewujudkan




.' Tunbangaﬁ Buku : : 13?

: 'sisé' ea'bankan yang sehat dan efisien {h 193)

14 bersafat mioxmauf ini sangat bexguna baga para prakizsa hy
efbankan para mahasiswa, bahkan.-masyarakat  vmum
yang awam ierhadap maselah perbankan dapat mmgeiah
am gegala. sesuatu berkaitan dengan permasalahan perbankan Penge
‘penting ‘karena mernjuk pada ‘pasal "1 UU Perbanka:
; hwa_bani{ adalah badan usaha’ yang menghxmpun dana masya;
: an, dan meayalurkan kepada masyarakat da‘iam ra

“cara
penjampaxaﬂ penulis di sini cukup lugas dan ‘sederhana sehmgga udakf
menimbulkan asumsi bahwa buky ini ditujukan bagi konsumsi kalangan terteniu
saja.- Belain itu, bukn ini hadir pada saat yang iepal menjelang batas: akhu‘f--_
%cewa_giban ‘bank-bank di Indonesia untuk memenuhi nilai CAR sebesar minimal
8.% pada ‘akhir bulan - Desember 1993 yang akan datang, Dapatlah dikatakan
bahwa. buku ini memberikan angin segar bagi kelangkaan pustaka tentang‘“
hu}mm perbankan dz Iﬁdonesm yang dxsusun secara iengkap o 7

B L

}_aws are always usafui to those who own, and injurious to those who '_
~ do not

Wu@sm seladu bemwfaaf bagi omns Yang mem:%iki. ban wierugiltan. ‘bagi
S o ' m'ans Yang sipals memihki &

U jean Jacques Roussseats ~ .
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Hukum  dan Pembangunan -

‘Sidang Paripurna MPR RI pada
. hariSelasa; 9 Maret 1993 di Gedung
Crahm%ha, Jakarta mcnsyahkan
tiga. Rancangan Ketetapan menjadi
Ketetapan . MPR RI.(TAP. MPR),
yakni TAP.MPR No. [I/MPR/1993
Teatang  Garis-Garis Besar Haluan
Megara - [GBHN], TAP MPR Ten-
tang Perubahan TAP MPR Me.
H/MPR/1988 Tentang Perubahan
Tata Tertib MPR RI serta TAP
MPR tentang Pertanggungjawaban
Presiden Socharto selakn manda-
taris MPR. Selain itu ada dua Rap-
tap yang akan vang akan disahkan,
yaitu tentang Pengangkatan presiden
dan wakil presiden. Demikian sidang
tersebut divmumbkan, yang dipimpin
oleh Ketua MPR/DPR Ri Wakono,
Wakil Ketna Scetejo [F ABRI],
Ismail Hasan Metareum® [F PP],
Sos;}ada [F"PDY}, Prof. Di. LA.
Katili [F KP], serta Prof. Achmad
Amirruddin [F-UD]. Dalam kesem-
patan jtu pula diadakan laporan
pandangan vwmum tiap fraksi, dima-
na F-ABRI berpendapat, bahwa
Indonésia” telah cukup berhasil
dalam Pembangunan Japgka Pan-
jang Tahap I, terbukti dari kema-
juan yang dicapai dan peningkatan
taraf hidup rakyat. Tetapi masalah

lain yang timbul adalah adanya;. ite-
senjangan dan ketimpangan dalam
kesempatan berkiprah dalampem-

- bangunan. Masaiah demokrasipun

ikut disorot, masih banyak hal yang -

~dapat dilakukan untok memajukan’

kehidupan demokrasi. Pancasiia a-
dalah ideologi yang terbuka; jadi
kehidupan demokrasi masih mun-
gkin terus dikembangkan. F-ABRI
juga mengantisipasi bahwa sejalan
dengan kemajuan kehidupan, akan
berkembang juga berbagal aspirasi
politik yang menyangkut masalah
keterbukaan, keadilan, kepastian
dan pengayoman bukum serta ma-
salah politik lainnya. Kesemuanya
ity harus ditampung dalam: GBHN, -
Sedangkan F-PP menyoroti masalah

‘organisasi sosial politik tertentu

yang mendapat payung proteksa
yang sangat berlebihan dari peme-
rintah, sedangkan osganisasi sosial :

. politik Ininnya dibiarkan hidup apa -

adanya.Seharusnya organisasi sosial |
politik mengalami kemajuan bukan
atas "proteksi’ yang berlebihan dari |
pemerintah, teiapi karena keman-
dirian  berdasarkap  kemampuan
sendiri, F-ABRI mengemukakan
keprihatinannya mengenal masaiah
kemis--kinan karena masik banyak-




Pa}*iemenimia _

--.nya-rf gumlah penduduk Indonesia
- dibawah garis kemiskinan., Saat.ini
U skan - Indonesia menghad&p;
g ’i}enmk ketnmpangan yaitu ke-

: tegas mendukung GBHN 1993, vang
diharapkan = mencegah terjadinya

pemusatan ekonomi pada kelompok

tertentun. dalam berbagai bentuk
monopﬁiz -dap  monopsoni, . yang
jelas-jelas - merugikan masyarakat
dan. bertemangan dengan cita-cita

keadﬂan scsial.
% ¥k

--Adanya pemakaian kompuierisasi
yang -menyebabkan biaya administ-
rasi kendaraan bermotor naik hin-
* gga :1500% -mendapat tanggapan
secara negaiif dari kalangan DPR.
Hal it sebagaimana diungkapkan
Andi Matalatta [F-KP], wakil sekret-
aris bidang Polkam, "bahwa biaya
administrasi - tersebut -seharusnya
menjadi - tanggungan pemerintah
sebagai . bagian dari - pelayanan
umum_dan tidak boleh dikomer-
s:alkaa Kenaikan tarif sebaiknya
tidak . membeham rakyat dan tidak
dzguna;kan sebagai sumber keuntun-
gan pihak swasta, demikian dinyata-
kannya dalam dengar pendapatnya
dengan Kapolri Jend. Drs. Kunario.
Sementara Kapolri tetap berkeyak-
inan “komputerisasi kendaraan be-
rmoior? akan tetap dijalankan di
seluruh Indonesia walaupun pemilik
kendaraan mengeluk atas kenaikap

. _enmpangan anfara  sekior
m'-daﬁ sekior ekonomi perta-

kes mpataﬂ Eam F-KP secara

189

biaya-adminiirasi-yang’ cukup inggi,
Menurutnya, kenaikan ini. bukaniah .
kemaunan dari Polri dan hal in} '
disetujui Menteri Kenangan- d
S.K. 5-311a/ME017/93 tertangp
Februari 1993, Sementam ity
Didiet Haryadx PH dari K ; g
DPR berpendapat, bahwa beban
investasi tidak boleh dibebankan -
‘kepada masyarakat karena hal itn
akan merusak citra Polri sendm :
Selain itw, seharusnya. Polij juga
membicarakan . masalah kenaxkan
pungutan itu kepada Dewan Perwa-
kilan Rakyat. Pernyataan sen
juga disampaikan oleh Djlﬁpr
dari F-PDI, "Meski keputusan, ak
dari pemeriniah bahwa pelayauan
kepada masyarakat harus diserahkan
pada swasta, tetapi tarif punguian
kepada rakyat harus _mendapat
persetujuan "terlebih® dahulu kepada
DPR, sebagai wakil rakyat. :
e

Akhirnya Surat Keputusan . Men—
teri Tenaga Kerja Nomor B 62/M/B-
W/1993 dicabut karena tidak sesnai
dengan semangat Hubungan Industn-
al Pancasila dan keputusan tersebut
tidak melindungi tenaga kerja. Demi-
kian diungkapkan Dirjen Pembinaan
dan Pengawasan Departemen Tenaga
Kerja Drs. Payaman Simanjuntak.
Dijelaskannya, sebetulnya surat kepu-
tusan tersebut memiliki tujuan agar
kasus unjuk rasa dapat ditangani
secara cepat melalui musyawarah.
Selama ini pihak bureh yang berse-
lisih . sering memanfaatkan kesem-
patan untuk tidak masuk kerja selama
enam hari karena tidak ada sanksi,
dan karena itulah dibuat peraturan
pcker}a yang tidak masuk bekerja
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Penerapan sistem Anglo Saxon
untnk  bidang tertenty, khususnya
'daﬁam bidang hukum Ekonomi tidak
akan mepimbulkan masalal, bila
secara sadar ditransfer secara total ke
dalam Hukum Indonesia dan hal jiu
tidak dicampur dengan sistem hukum
lain’ yang sudah ada. Demikian divng-
kapkan Prof. Rudhi Prasefya, guru
besar FH Uneir. "Eenyataon tersebu,
misalnya dalam hukwm pajak vang
saat ini berlaku sepenuhnya mengihuti

sistemn Anglo Saxon, dan seloma ini
tidak meniyabullcan masalah. Bahkan
berjalan  efelaif sebab hukum paojak
mempakan bidang hulasn yang tidok
terkait’ dengan bidang hukum Inin,
ujarnya, Sebagaimana dikutip dalam
Kompas (27/4). Pernyataan Prof.
Rudhi” Prasetya sebagai tanggapan
aias pernyataan Duia Besar AS untuk
Indonesia, Robert L. Barry, yang
mengungkapkan pengaruh AS dengan
sistem Anglo Saxonnya dalam sistem
hukum Indonesia,

HERBE

" Pergeseram  sistem hukum  dari
Civil Law atau Eropa Kontinental ke
sistern hulum Common Law tidak
hanya terjadi di Indonesia, hal terse-
but juga terjadi hampir di semua
negars harlreambone jainnva hahlkan

Bulum dan Pembangunaz.

jnga i negara maju seperti Jepang
keterpengaruhan masih ada. Demi-.

kian diungkapkan Dr. Erman Radja-
gukgitk, ahli bukum ekonomi ‘juza
staf pengajar FHUIL Hal ini terjadi
karena hubungan ekonomi yangisa-
ngat erat dengap Amerika. "Hal ini
tidak bisa dihindari, karena pihak-
pihak yang berhubungan langsing
dengan AS, misalnya dalam kal Pern-
sahasn  “Joint Venture", baasanya
partner Iokal mempunyai bargaiping
power yang lemah. Sehingga dalam
pernmusan kontrak bisnis, pihak As-
lah yang merancang dan menentukan
pont-point penting bagi kepentingan-
nya, dan perjanjiannya dibuat berda-
sarkan sistern Anglo Sazon, demikian
diungkapkannya.

Pengarnh AS ifu akan semakin
besar dengan adanya program ELIPS
(Economics Law an Improvement
Procurement System) atau Hukum
Ekonomi dan Upaya Pengembangan
Sistemnya, diperoleh dari proyek
USAID. B

e e

Meski korupsi tidak mungkin
dikikis habis, tapi jangan "bosan-bo-
san” untuk mempersoalkannya. Mem-
beranias atau setidaknya mengurangi
tindak pidana korupsi, khususnya di
Indonesia membutuhkan “"good will"
dari pemerintah, diseriai tindakan
konkret tanpa pandang bulu  bagi
siapa saja yang melakukannay. Demi-
kian diungkapkan Headardi, peaga-
cara dari Lembaga Bantuan Hukum
(LBE) Iadonesia, ketika ditanyakan
mengenai isue korupsi yang tidak
habis-habisaya, Selain itm, -uniuk
mencerzh mengalarnva "koruped”. ia



.: mengnsnlkaﬁ, "bahwa adanya ]embaga

o mdependent

stifusi yang. mengawasi pelaku
Qrupm harus dioptimalkan
operasmya ‘Kalau -perin - dibentuk
suatn s-.~.iembaga pengawasan . yang

erdiri- dari’ para mahasiswa

* atzuimasyarakat umum yang peduli
' fiérhadap masalah-masalah korupsi,

" umum¥an’ kekayaan pama pejabat

pada saat-diangkat atan diumumkan
menjadi- pejabai/menteri, katanya.

* Atas gagasan tersebut, Frans Hendra

Winarta mengatakan, "hal itu me-
mang baik, sebagaimana dilakukan
AS dan Korea Selatan. Cuma, disini
repotoya-sejaul mana pejabat yang
mengumumkan harta -kekayaannya
jujur. unmk mengungk&p secara men-
dﬁaﬂ“ it : i

.+ Dengan:dikeluarkannya Undang-
Undang Merek Baru, yakni Undnag-
Undang -No.-.19. Tahun :1992 akan
memberi ‘warna "baru" dalam dunia
permerekan di Indonesia, oleh karena
undang-pndang tersebut isinya bukan
hanya: memberikan  ‘perlindungan
terhadap -merek dagang, tetapi juga
terhadap merek jasa, demikian diung-
kapkan: Iro-Mico Kansil, Dirckiur
Jenderal . “Hak Cipta, Paten - dan
Ierek; hari Senin di ruang kerjanya
sebagaimana dikutip dalam Kompas
(30/3). Dijelaskan oleh Kansil bahwa
kecuali untuk merek jasa, klasifikasi
barang dalam UU Merek yang baru
hampir tidak berbeda, Klasifikasi

dengan para. anggo-

. _uah itu, sebagai langkah tero-
'bosan yang progresif, misalnya meng-

merek dagang terbagi dalam 34 kelas -
barang, mengikuti "list agreement
Nige", yakni daftar klasifikasi barang -
dan jasa yang dikelnarkan di Nice -
(Perancis). Kelas barang sepertii kopi,: -
teh, gula, beras, tapioka, sagu. dan
bahan-bahan pengganti lain yang.
termasuk dalam kelas ke 35, kini
digabung dalam kelas barang khas -

indonesia, bersama terasi, krupuk -

tauco, emping dan lain-lain. S_{:d_:iﬁ'g-_' :
kan untuk kelas jasa ada delapan.
kelas, antara lain hotel, asuransi, -
transportasi, komunikasi, peﬂdxdﬁ:an =
hiburan, dan konstruksi. - .

**$*$#

Para pialang di Bursa Efek Jakarta
(BEJ) akan tetap berianggungjawab
sepenubnya atas transaksi saham
dibursa sesual peraturan pasar modal.
vang berlaku. Bila investor membeli
saham, mereka dijamin akan menda-
patkan saham asli, dan bila menjual
saham akan mendapat vang, dmikian
diungkapkan Tito. Sulsitio, . Ketua
ikatan Pialang Efek Jakarta [IPET]
dalam pertemuannya dengan para
pialang di Jakaria, Kamis (8/4) seba-
gaimana dikutip dalam Kompas (10
/4). Selanjuinya ia melanjutkan, "Pia-
lang manapun di dunia ini, memang
ia tidak bisa melindungi investor dari
kerugian finansial, tetapi kita harus
berani melindungi investor dari peni-
puan ". Hanya dengan sikap seperti
ini, kita dapat mengangkat kembali
citra pasar modal dan dapat meyakin-
kan para investor sehingga tidak ragu
menanamkan modalnya lewat bursa
saham Jakarta, yang beberapa hari ini
disuncang saham nalsu vang menghe-
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bohkan jtu. Terhadap adanya saham
palsu “ia  menyaiakan, “terjadinya
pen;ualau ‘saham paisu ini benar-
benar karema pialang tertipu oleh
kecanggihan teknologi vang diguna-
~kan oknum penipu dengan pembu-
atan saham palsu tersibut.

Gk

KUHP bukan sekedar kumpulan
aturan terhadap perbuatan-perbuatan
apa yang dilarang dan yang akan
dilakukan, “Akan tetapi berisi juga
berisi prinsip-prinsip dasar yang ber-
iakn hukum pidana. Didalammnya
terdapat asas-asas umum yang men-
jadi landasan dalam hukum pidana.
Demikian diungkapkan Dr. Loebby
Logman ‘Atas telah diserahkan RUU
KUHP Nasicnal kepada Menkeh.

Selanjutnya ia menambahkan, Asas

umum ini berlaku  sebagau dasar
terhadap aturan pidanaz dimanapyn
aturan “itu diatur, sehingga dengan
demikian setiap ada ketentuan pidana
terutama yang diatur di lear KUHP,
haruslah berlandaskan asas umum
vang terdapat dalam KUHP. Hal
demikian amat penting diperhatikan,
agar dalam keselurnhan sisiem hu-
kum yang berlaku ierkait antara satu
dengan yang lainnya.

" Ketentuan pidana dapat terwujud
di dalam aturan manapua juga dalam
sistem pprundang-undangan, akan
tetapi ketentnan tersebut haruslah
terkait dalam suatu kerangka yang
telah  diwujudkan dalam XKUHP.
Sehingga tidak akan terjadi masing-
masing  sektor akan menciptakan
sistem hukum pidana sendiri-sendisi
hanva dencan melihat Fesentingan

Hukum dan Pembangunan |

sektoraya saja. R

Sikap untuk mempﬂrhankau asas-:
asa umum tersebut termasuk . juga:
dalam sistem pemidanaan yang dianut .
olelr KUHP. Telah terjadi perubahan.
konsep yang mendasar tentang pemi-
danaan, sehingga daalam sekior mana:
pun juga yang ingin melakukas pena-:
lisasi harus sesuai dengan sisiem
pemidaanaan yang dianut dalam
KUHP. Demikian divngkapkan Dr.
Loebby Loqman dalam tilisannya
"Arti KUHP Nasional Daalam Sistem
Hukum Indonesia", sebagaimana:
dalam dikutip Kompas (10/4).

EEEE X

Meskipun sudah memenangkan
perkara hingga telah dikeluarkan pu-
tusan Mahkamah Agung polsek Ci-
landak tetap belum membayar ganti
rugi kepada Jhoni Hutayan, tersangka
yang dituduh memperkosa, sebesar
Rp. 500.000,- dari tuntutan ganti rugi
sebesar Rp. 100 Juta lebih. Sebagai
pibak yang kalah Polsek Cilandak
mestinya menyadari dan mengetahui
bhukum, sehingga tidak perle me-
nunggn peringatan pengadilan untuk
melaksanakan putusan Mahkamah
Agung tersebut, tertanggal 27 Juni
1991. Atas ketidakpedulian Polsek

- Cilandak untuk melaksanakan pu-

tusan MA itu, Jhoni Hutayan lewat
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,
dikuasakan oleh Dwiyanto Pribarione
uniuk mengingatkan Polsek Cilandak
mematuhi apa yang diputuskan Mah-
kamah Agung.

EL- Tk

T G
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i apranmm, Semamng
Pememtah hendaknya menentukan
szkap atas Hukum Kesehatan denii
tercipianya kepastian hukum dalam
rangka berlakunya UU No. 23/1992
ini dirasakan penting mengingai
masﬂx dibeﬂakukannya peraaaturan
‘ dx bndancf farmasi yang sudsh -
sang, megki sudah ada UU Keseha-
tan.

Demikian inii seminar menge-
nai U EKesehatan Mo. 23/1992
yang diselenggarakan FH Unika
Soegijapranata Semarang, 15 April
1993 dalu. . Tampil sebagai pembi-
cara dr. Bami)aﬁg Prameng Nugra-
hadi dap AY Yuni Wahaﬁa, SH,
MH

Daiam uraxannya ‘fum mangu~
iarakan, sebelum UU Keschatan
1862 chk@iuarkan, ada beberapa
peraturan lain yang juga mengatur
Kesehatan, Disebutkannya UU No.
9/1960 teniang Pokok-pokek Kese-
hatas dan UU. No. 7/1963 ientang
Farmasi. Y&ag menjadi permasala-
han di sini adalah masih diberlaku-
Lannvya wveraturan itg  senanianc

w3

Menurutnya, hal ini aken mepim.
bulkan - ketidakpastian hui«mm '
imdap UL Eesehatan, E

Sebagai conich, disebuy
adanya perbedaan keteniu
dena dalam UU.  Farmasi
dengan UU Kesehatan 1992
Farmasi yang berpijak pada
nansi Belanda memberikan
man pidana peajara 3 - § bula;
denda 300 - 500 Gulden, Sed
kan UU Kesehatan yang
memberikan pidana sanget b
yaitu pidana 5 sampai 15 tahun dan -
denda Rp 100 juta sampai ZE?ap 300 _
juta. Memurut Yuni, hal itu akan
memberikan dampak negatif bagg.
upaya penegakan hukum. Di sini
mergka  dipaksa menegakkn.'
hukum yang menyatakan hal sama,’
tetapl sanksinya berbeda. Masaiah
ini perlu dipecahkan pemermmh
secepatnya sebelum memberlaku-
kan secara penuh UU Kesehataa;
1992, '

L2t

UNIXA- Yogyakarta, Menghadapi
tantangan di PIPT II, pemban-
gunan hukum merupakan hal ; yang
bersifai urgent. Banyak pakar yang
menyadar] hal itu karena pembang-
unan hukmm jtu begitu luas, men-
dalam dap menyelurnh. Ini tidak
hanya di bidang hukum saja. Pem-
bangunan ¢ bidang lainpun hep-
dakaya didasarkan dan ddaksana—:'
kan sesual dengan peraturan per-
undang-undangan  vang berlaky,

Untuk ity diperinkan peranan dan
kemampuan sumber daya manusia
dzlam ranoka nembaneunan Hens.
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'até'an, bahyak kalangen balk awam

maupﬂn sarjana hukum mengang-

‘gap p@s;mls fulusan fakuitas hukum
‘dewass ini. Terlihat dari adanya
inkmmsteﬁsg lelusan sarjana hukum

aya. :
1 i_pada mﬁggai 29 April 1993,
T@pa%; y"'ang diang%cae miaiah Peran

dikno, 'daskusa ini memmpﬂkan
Prof. Dr.- Sugeng Estante, SH, FX
Endra Susilo, SH, LL.M.,, serta Dr.
A}bert Hasabuan, =H, sebagai pem-
bicara '

?mf Sudxkno sebagai pemandu
msnun]uk kesalahan ~ karikulum
yang menjadi salab satu hal yang
perlu dibenahi. Sedangkan Prof
Istanto dalam wraianoya di ha-
dapan parz akademisi, hakiin,
pengacara =serta  anggota DPR
megyebutkan empat syarat uatok
membentuk sistem hukum nasional
indunasia yang berfungsn baik dan
mantap. Pertama, bersumber pada
Pancasilan dan UUD 1945, Kedus,
memper%&ankan kama;emukan
tatanan hukum yang berlaky di
Iadon@saa Ketiga, mampu menja-
min kepasﬂan, ketertiban, pene-
gakan dan’ periindungan hukum
yang berintikan keadilan. Keem-
pat, mampn mengusahakap dan
mendukungpembangunaunasmnai

~ Endra Susilo, SH, LL.M., men-
yebutkan, setidak-tidakaya ada dua

Faudagn dan Pembaﬁgmiwé

hal yang menjadi tantangan bagi
peadidikan tinggi hukum. Pertam
polatisasi antara lembaga pendi-
dikan huknm dengan wajah hukum
dalam realita. Kedua, poiansasz_f
antara kualitas produk pendidikan
tinggi hukum dengan kébutuhanf
atay. tuniuian pasar. i

‘Ketuoa Persahi, Dr., Albert Hasa«_
buan, $H, melihat adanya goiangani'
bary, yaitu pengusaha, manajer,
kelompok profesi lain serta para
bitokrat, sebagal tantangan sarjana
hukum dalam menjalankan peran-
antiya, . Diutarakan lebih lamjut,
mereka semakin  mempengaruhi
pembentukan nilai-nilai baru dalam
masyarakat. Oleh karena itu peﬂu
adanya pelaksanzan  supremasi
hukum (rule of law) schingga pera-
nan para sarjana hukum dalam
memberi wajah keadilan sosial
ietap ada, "Tidak haaya melalui

proses pembuatan, tetapi juga pad&

tingkat pelaksanaan,”

papar E;‘
Albert Hasibuan. e

T T

123 Jakarta, Adanya inkonsistensi
dan pestentangan antara UU No.
5/1960 demgan peraturan pelaksa-
nannya merupakan kendala dalam
melakukan investasi. PBanyak ka-
fangan, terutama pengusaha, me-
nilai adanya ketikpasiian hukum
dalam masalah per@anahan
Demikian inti permasalahan
yang mengemuka dalam prageminar
yang disclenggarakan Lembaga
Pepelitian dan Pengkajian Pertana- -
han (LP3) di Jakarta, 12 Apri 1993
ialu,



éhakxman Cetoye Oezman,

ezmzrg}ﬁkaﬂ gwmbmam Prof.

; g - keims mnenaisirkan
: _'UHP&; Belain iy, ia jugs meni-
Bantah jika batas wakiv HGU 33
' tahun dan HGB 30 tahup dengen
-_p@vpaﬂgaﬂgaﬁ dinilai-tidak mampu
menjamin kepastian usaha karena
tidak memnuhi skala ekopomi.
4 :Anang sebagal ntusan BKPM
memim masalal tanah TErupaan
kendala dalam investasi, {eruiama
di @zdaag agm"basms ‘Menuratoya,

e yang meajam ‘persoaian - bukap

{JU-ﬂya tetapi adanya - inkop-

sistensi’ dan. pertentangan antara

mngai JiJPA dengan peraturan
pelaksananya. - Alibainya . timbul
ketidakpastian bukum yang menim-

bulkan ketidakpastian berusaha.’: ©

+I:ain halnya dengan Sugibario.
I2 menilai ketidakielasan hukum
ekonomi yang ‘menjadi salah satu
kendala. Selain iz d;mngkap%:aﬁ
adanya. perbedaan persepsi untuk
kasus-kasus terientn dalam mene-
rapkan hukum nasional. Sebagai
contoh disebuikan perbednan an-
iara tanah adat dan bekas ‘iaﬂa%;
adat,
Engzartiasta E;Mma m@mxm,
tidak adanya kepastian hukum
terptama soal hak kepemilikan dan

surat-suratnya -scbagai- k@né'
investasi. .~Jadi-ia tidak -memp,
soalkan apakah UUPA ‘baru
ganii atau diperiahankan. -
Ungkapan - Enggartiast
kuaikan oleb Zulkifli dari E«;ala
perbankan. - Menurinys, gt
cermin dari sikap bank yang
berhati-haii dalam menyaturk
kreditnya.© - Divngkapkanay
anyak masalak - iyang “timbal
pengagunan sertifikal tanah sebagai -
syarat .pemberian . kredit -akib
banyakny& %rtifzkaz paiw

: $*$w$ e

UNIKA- Es%%@m.' Dengan--menmgm, '
kataya perkembangan usaba, pe-
malspan merek merupukan suatu
hal yang tak bisa dihindari, Sebab
merek merupakan bagian yang: %aki:
terpisahkan dari kehidupan komer-
sial.-Karenanya perlu ditkutd tmd_a;:f'.
kan tegas dalam pemalsuas merek: .
sebagai tindak lanjui pemberlakuan’
UU merek Baru (UU No. 18/1993).
+Harapan ini disampaikan: oleh
Didi Darmawan, seorang konsulian
hukum, ‘pada disimsi UU Merek
baru -di FH  Unika- Atma - Jaya,
tanggal 14 April 1993, Disknsi-
yang dibuka oleh Dw@kmr Jenderal.
Hak Cipta, Paten dan Merek, Ir.
Miko Kangil, -menampilkan tiga
menyail makalah.. ¥aim,  Miko
Kansil - sendiri, Didi Darmaww,"
SH dan" Setigwan, 3H. - ey
* Dralam makalahnys, Dxdz mene-:
kankan perlinya “law-enforcemen’
terhadap suatu pelanggaran sebagai
hal yang menentukan- pelaksanaan:
suaty UU. . Diviarakannya, kasus




pelanggaran merek terbagi dalam
tiga bagian. Pertama, pendafiaran
tanpahak. . Kedoa, pemakaian
tanpa hak;- seria Ketiga, ‘pendaf-
taran tanpa hak yang disertal d-
amgan pemakaian tanpa hak.

“Sedangkan - Setiawaan; SH,
seorang’ %mmuimm hukum, menilai
banya ;;.pemfba%aan - dalam - UU
" Merek; 1993 ini, yang memungkin-
kan adanye perlindungan merek.
Sebagai ‘contol, disebutkan lem-
baga: lembiaga seperti merek kolek-
tif, hak prioritas, peagalihap merek
dan Jisensi serta komisi baading.
Selain #tu fuga adanya keienfuan
dengan ancaman pidana pada UU
Merek yang baru itu.

G g

Eonsorsinm Ihne Hukum, Jakaria.
Sebagai ‘lembaga yang mengkaji
dan-menentukan program pendi-
dikan ilmu hukom secara nasional,
Kopsorsingn - Ilonw  hukum pada
tanggal=12 hingga 13 April 1993
menyelenggarakan pendidikan
hukum . klinis di Jakarta. Tujnan
penataran ini diadakan untuk mem-

persiapkan “staf  pengajar hukum

untuk mempersiapkan pelaksanaan
dalamrangka Kurulilum $asional

Pendidikaz Tinggi Hukum. Kegi-

atap penataran - ini diikut oleh
wakil dari 20 fakuitas hukum dan 5
dari-lembaga Konsultasi Bantuan
Hukum, serta 4 wakil dari pergu.
ruan swasta. Kegiatan penataran ini
selain’ membahas prakiek hukum
klinis,=iuga  diselengarskan dalam
bentuk ceramak dan ’disconrse’
mengenai durda bantnan hukum.

Hukum dan Pembangusian

Bertindak sebagai pensiar dalam

kegiatan tersebut antara lain : Prof.
Mochtar Kusumaatmadja mengajar?- '
Persiapan pengajaran:
pendidikan - hukum  klinis dalam:
rangha Kurikulum Nasional Pendi-
dikan Hukum’, Prof Dz Haimid
Attamimi, SH, mengajar materi.
"Latihan Keahlian Pexuﬂr:iang—unn'
dangan®, Grewory Churchill, JD)

L

materi

dengan materi " Latihan Membuat
Kontrak',  Erman Radjagukgui

mengajar materi "Latihan Penulisan’

Hulum Dengan Pepalaran’ Hu-

kum", Sri Mamudji memberi materi
"Pengantar Latthan Penelusuran

Literainr Hukum", Andi Andoyo

Sugjipio dan Remo Murniati mem--
beri materi "Prosedur Berperkara:

Di Pengadiian Bagi Mahasisws

Pegerta Magang di LEBH", dan
beberapa pembicara lainaya. Dihal
rapkan dengan adanya penataran.
tersebut para staf pengajar fakuitas.

hukum di Indonesiz dapat mem-

berikan pengajaran materi pendi-
dikan hukum klinis secara matang

can - sistematis, -sehimgga antara

teori dan praktek dalam  ilmw

hukum sesuai dengan kenyataan
sebenarnya dalam prkatek beracara.

Yegring dan Bambang

S

Tugas hakim adalah menafsirkan
hukum  fjus dicere], dan bokan
membuat hukura [ jus dare).

- Francis Bacon -
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